
JAKARTA (KR) - Wakil

Ketua DPR RI Sufmi Dasco

Ahmad mengungkapkan,

Presiden Prabowo Subianto

akan mengevaluasi Proyek

Strategis Nasional (PSN)

yang kurang berguna untuk

masyarakat.

"Kemudian bagaimana

Pak Prabowo juga akan me-

lakukan hal-hal kecil untuk

rakyat untuk kemudian ba-

gaimana supaya mengevalu-

asi yang namanya Proyek-

proyek Strategis Nasional

yang kurang berguna untuk

masyarakat," ujar Sufmi

Dasco Ahmad dalam

Seminar Pembangunan

Indonesia 2025: Harapan

dan Tantangan di Jakarta,

Selasa (7/1).

Menurutnya, hal ini ten-

tunya akan membuat se-

jumlah pihak akan kurang

senang dengan langkah pe-

merintahan tersebut.

Namun, lanjutnya, Presiden

Prabowo Subianto tetap

bertekad bahwa hal tersebut

harus dilakukan apapun

risikonya. "Dan hal ini tentu-

nya tidak akan atau kemu-

dian akan membuat seba-

gian ada yang kurang happy

dengan pemerintahan. Oleh

karena itu Pak Prabowo

tetap bertekad bahwa ini

harus dilakukan, apapun itu

risikonya kita akan jalan,"

katanya.

Sebelumnya, Presiden

Prabowo menegaskan pen-

tingnya pembangunan in-

frastruktur untuk memper-

lancar arus transportasi dan

memacu pembangunan eko-

nomi. Kepala Negara juga

menyampaikan apresiasi

kepada semua pihak yang

telah bekerja keras mewu-

judkan proyek ini.

Namun, ia mengingatkan

bahwa pembangunan infras-

truktur harus selalu

mengutamakan kepenting-

an rakyat. "Kita harus tahu

bahwa infrastruktur ini

adalah dibangun dengan

uang rakyat. Saya ingatkan

untuk kesekian kalinya bah-

wa setiap rupiah uang rak-

yat harus dipakai digu-

nakan sebesar-besarnya un-

tuk kepentingan rakyat,"

katanya menegaskan.

Presiden juga berpesan

kepada Kementerian

Pekerjaan Umum dan se-

mua pihak yang terlibat

dalam proyek ini, untuk

memastikan efisiensi dan

kualitas dalam pembangun-

an. "Yakinkan bahwa semua

yang dibangun adalah se-

suai spesifikasi, yakinkan

bahwa efisiensi dan kualitas

dipertahankan, berilah yang

terbaik sehingga kemam-

puan negara dan bangsa

sebesar-besarnya bisa di-

rasakan manfaatnya oleh

rakyat kita," kata Presiden

Prabowo.

Sufmi Dasco Ahmad juga

mengungkapkan, Presiden

melakukan efisiensi terha-

dap pengeluaran di ke-

menterian dan lembaga

(K/L) negara. "Bagaimana

hal-hal kecil yang akan di-

lakukan oleh Pak Prabowo

dalam melakukan efisiensi

terhadap pengeluaran ke-

menterian dan lembaga.

Yang saya kemarin ikuti ada

pembelian alat tulis kantor

(ATK) untuk seluruh ke-

menterian dan lembaga ini

jumlahnya Rp 44,4 triliun,

hanya belanja ATK. Hal-hal

seperti ini, hal-hal yang kecil

yang coba dilakukan oleh

Pak Presiden Prabowo mela-

kukan efisiensi di kemente-

rian dan lembaga," kata

Dasco.                   (Ant/San)-f
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JAKARTA (KR) - Kementerian

Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah

menindak sebanyak 43.063 konten, akun,

dan situs terkait dan terafiliasi dengan judi

online (judol) selama periode sepekan, 1-6

Januari 2025. "Sesuai arahan Presiden

Prabowo Subianto serta Menteri

Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)

Meutya Hafid, penting bagi kita melindungi

generasi muda dari konten judol, pinjaman

online (pinjol) ilegal dan konten negatif lain-

nya di ruang digital," kata Pelaksana Tugas

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan

Media Kemkomdigi Molly Prabawaty di

Jakarta, Selasa (7/1).

Molly menjelaskan, hasil kolaborasi lintas

sektor, aduan masyarakat, laporan instan-

si/lembaga, dan patroli siber sejak 20

Oktober 2024 hingga 6 Januari 2025,

Kemkomdigi menghapus 711.522 konten.

Rinciannya meliputi 652.147 website dan IP,

29.964 konten/akun pada platform Meta,

17.836 file sharing, 6.842 pada

Google/YouTube, 4.075 di platform X, 435 di

Telegram, dan 219 di Tiktok.

Secara akumulatif, ungkap Molly, terhi-

tung sejak tahun 2017 hingga 6 Januari

2025 Kemkomdigi telah memblokir 5,5 juta

konten terkait judol. "Kami juga memblokir

akun yang memiliki jumlah pengikut ba-

nyak mulai dari ratusan ribu hingga jutaan

pengikut di antaranya akun IG @becandayo

(326.000 pengikut), @putridelvasyakira

(670.000 pengikut), @hitzmedsos (338

pengikut). Akun-akun tersebut terafiliasi de-

ngan situs dan promosi judol," ujarnya.

Selain penindakan, ia menilai peran se-

mua pihak termasuk orangtua sangat pen-

ting dalam pengawasan aktivitas digital.

Orangtua didorong lebih aktif memeriksa je-

nis game yang dimainkan anak-anak serta

memastikan bahwa game tersebut sesuai

usia agar menghindarkan mereka dari

potensi paparan konten yang mengarah pa-

da perjudian. "Mari kita jadikan pengawas-

an digital sebagai prioritas, agar anak-anak

dapat tumbuh dan berkembang dengan se-

hat, aman, dan bebas dari paparan perjudi-

an yang merusak," kata Molly.

Kemkomdigi mengimbau masyarakat un-

tuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital

dan melaporkan temuan terkait promosi

atau konten judol melalui website www.adu-

ankonten.id, WhatsApp: 0811-9224-545, dan

Chatbot Stop Judi Online: 0811-1001-5080.

(Ant/San)-d

DALAM SEPEKAN AWAL JANUARI 2025

Kemkomdigi Tindak 43.000 Konten Judol

MENKUM JANJI UMUMKAN NAMA-NAMA MEREKA

44.000 Napi Bakal Mendapatkan Amnesti
JAKARTA (KR) - Sebanyak 44.000

narapidana (napi) akan mendapatkan

amnesti (pengampunan atau penghapusan

hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu Menteri Hukum (Menkum)

Supratman Andi Agtas berjanji transparan

mengenai nama-nama napi yang akan

mendapatkan amnesti.

Pemerintah, jelasnya, tetap mempersi-

lakan publik untuk mengontrol siapa saja

napi yang akan diberikan kebijakan terse-

but. "Nanti kalau dari Kementerian Imi-

grasi dan Pemasyarakatan (Imipas) data-

nya sudah ada, pasti kami buka ke publik,"

kata Supratman saat ditemui wartawan us-

ai acara Pencanangan Komitmen Bersama

Pembangunan Zona Integritas dan Laun-

ching Transformasi Digital Kemenkum di

Jakarta, Selasa (7/1).

Meski dikatakan demikian, ia mengaku

masih menunggu data nama-nama napi

yang akan diberikan amnesti dari Kemen-

terian Imipas. Selain itu, berharap nama-na-

ma para napi rampung pada pekan depan.

Supratman mengungkapkan, hingga saat

ini pihaknya terus berkomunikasi dengan

Menteri Imipas mengenai progres data

tersebut. Untuk itu, ia tidak dapat berbuat

apa-apa apabila belum ada basis data napi

yang akan diberikan amnesti dari

Kementerian Imipas.

Dituturkan,  beberapa saat yang lalu

Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu

dekat nama-nama tersebut segera

diserahkan. Namun demikian, Supratman

tidak menampik terdapat kemungkinan

proses asesmen yang cukup ketat dalam

menyeleksi para napi yang akan diberikan

amnesti, sehingga membuat daftar na-

manya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan demikian, lanjutnya, Kemenkum

tidak memiliki target tertentu kapan daftar

itu bakal rampung. Hal ini karena pihak

yang melakukan asesmen dan menentukan

napi yang berhak mendapatkan amnesti

merupakan Kementerian Imipas.

"Sesudah itu, kami teliti dan serahkan

kepada Bapak Presiden. Presiden yang

akan memutuskan berapa banyak dan sia-

pa yang mendapatkan amnesti," kata

Supratman.

Sehubungan hal itu, sebelumnya Menteri

Koordinator Bidang Hukum, HAM,

Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza

Mahendra mengatakan, pemerintah akan

merumuskan kewajiban mengikuti pro-

gram komponen cadangan (komcad) bagi

narapidana usia produktif untuk menda-

patkan amnesti dari Presiden Prabowo

Subianto. (Ful)-d

Presiden Evaluasi Proyek Strategis Nasional

RENCANA REVISI UU PEMILU

Berpedoman pada Rekayasa Konstitusional MK

"Tidak boleh rekayasa konstitusional

itu disahkan kepada perolehan suara

ataupun kursi. Nah, karena itu pasti

ini akan dipenuhi," ujar Supratman

saat ditemui usai acara Pencanangan

Komitmen Bersama Pembangunan

Zona Integritas dan Launching

Transformasi Digital Kemenkum di

Jakarta, Selasa (7/1).

Menkum menegaskan, pihaknya

menghormati dan mematuhi putusan

MK yang menghapus syarat ambang

batas pencalonan presiden dan wakil

presiden atau presidential threshold,

karena dipandang bertentangan de-

ngan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945. Putusan MK, katanya, bersifat fi-

nal dan mengikat, sehingga tidak bisa

ada upaya hukum lainnya.

Untuk itu, Menkum telah menu-

gaskan Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan (Dirjen PP)

Kementerian Hukum untuk mengkaji

putusan MK. Pasalnya, jelasnya, wa-

laupun inisiatif untuk membuat per-

ubahan UU tentang Pemilu dan Pemi-

lihan Kepala Daerah (pilkada) diinisi-

asi DPR RI, namun Pemerintah tetap

harus melakukan persiapan. "Oleh

karena itu Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) juga pasti melakukan

persiapan," ucap Supratman.

Dalam putusan mengenai presiden-

tial threshold, Supratman menjelas-

kan MK tidak serta-merta menghapus

ambang batas dan memungkinkan se-

mua partai politik untuk bisa

mencalonkan presiden. Namun, ia

mengungkapkan, MK telah memberi

ruang kepada pembentuk UU, yakni

DPR bersama dengan Pemerintah un-

tuk melakukan rekayasa konstitusion-

al dengan mempedomani lima hal.

"Tetapi apakah nanti semua partai

politik masing-masing boleh mencalon-

kan? Nah, nanti dibahas pada revisi

UU tentang pemilu, partai politik mau-

pun pilkada," tutur Menkum.

Di sisi lain, meskipun nantinya tidak

ada presidential threshold, Menkum

menekankan, calon presiden dan wakil

presiden (capres dan cawapres) tetap

membutuhkan dukungan kuat dari

parlemen.

Apalagi, katanya, para capres dan

cawapres tetap menginginkan pro-

gram yang diusungnya bisa mendapat-

kan dukungan, termasuk pembiayaan

dan regulasi, di mana APBN disetujui

bersama-sama dengan DPR. "Oleh

karena itu dukungan politik di par-

lemen pasti sangat dibutuhkan. Jadi,

semua capres akan melakukan hal

yang sama," ujar Supratman.

Sebelumnya, MK memberi lima poin

pedoman rekayasa konstitusional (con-

stitutional engineering), menyusul

penghapusan ketentuan ambang batas

minimal persentase pengusulan pa-

sangan calon presiden dan wakil presi-

den (presidential threshold) pada Pasal

222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu.          (Ant/Obi)-d

JAKARTA(KR) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman
Andi Agtas memastikan revisi Undang-Undang (UU) ten-
tang Pemilihan Umum (Pemilu) akan berpedoman pada li-
ma rekayasa konstitusional yang telah diberikan
Mahkamah Konstitusi (MK).


